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ABSTRACT

In the State of Indonesia marriage is an important issue for human life because it involves the future needs and personal, Religion and State. Regarding personal interests because they want to continue generation (offspring), concerning the interests of religion because marriage is a Worship or the Sunnah of the Prophet Muhammad (Islamic teachings).

Marriage Act No. 1 of 1974 is to be thankful for the Indonesian Muslim community, because the Marriage Act is terjaminlah survival of Islamic law in Indonesia. With the Marriage Act of marriage approved by law and in addition it should be noted and registered, so that people do not go around again polygamy, divorce his wife, marry under the hand and so forth.
ABSTRAK

Di Negara Indonesia perkawinan adalah masalah penting bagi kehidupan manusia karena menyangkut kebutuhan dan masa depan pribadi, Agama dan Negara. Menyangkut kepentingan pribadi karena ingin melanjutkan generasi ( keturunan ), menyangkut kepentingan Agama karena perkawinan adalah merupakan Ibadah atau Sunnah Nabi Muhammad SAW ( ajaran Agama Islam ).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan hal yang patut disyukuri oleh masyarakat Islam Indonesia, karena Undang-Undang Perkawinan ini terjaminlah kelangsungan hidup hukum Islam di Indonesia. Dengan Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan disyahkan menurut hukum dan disamping itu harus dicatat dan didaftarkan, sehingga orang tidak seenaknya lagi berpoligami, menceraikan isteri, kawin dibawah tangan dan lain sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul

      Sebagaimana kita ketahui bahwa di Negara Indonesia perkawinan adalah masalah penting bagi kehidupan manusia karena menyangkut kebutuhan dan masa depan pribadi, Agama dan Negara. Menyangkut kepentingan pribadi karena ingin melanjutkan generasi ( keturunan ), menyangkut kepentingan Agama karena perkawinan adalah merupakan Ibadah atau Sunnah Nabi Muhammad SAW ( ajaran Agama Islam ). Sedangkan menyangkut kepentingan Negara adalah apabila suatu perkawinan dilaksanakan dengan tertib berarti terlaksananya salah satu tujuan negara yakni ketertiban bernegara. Untuk itu diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur tentang perkawinan.

      Akan tetapi akhir-akhir ini sering diperbincangkan adanya perkawinan dibawah tangan, yakni perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Di Negara Republik Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang bersifat Nasional atau yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa memandang suku dan Agama.
 
      Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan hal yang patut disyukuri oleh masyarakat Islam Indonesia, karena Undang-Undang Perkawinan ini terjaminlah kelangsungan hidup hukum Islam di Indonesia. Dengan Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan disyahkan menurut hukum dan disamping itu harus dicatat dan didaftarkan, sehingga orang tidak seenaknya lagi berpoligami, menceraikan isteri, kawin dibawah tangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu perkawinan sungguh merupakan suatu perlindungan dalam perkawinan, sehingga peran dan kedudukannya sangat strategis dalam pembentukan keluarga bahagia sejahtera
.
      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini memuat asas-asas dan prinsip-prinsip serta ketentuan sebagai landasan hukum dalam perkawinan, antara lain asas tersebut menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah harus dilaksanakan sesuai dengan hukum Agama masing-masing dan kepercayannya itu. Hal ini juga relevan dengan falsafah dan semangat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

            Kemudian ayat 2, pasal ini menyatakan bagi mereka yang melaksanakan perkawinannya tidak menurut Agama Islam maka pencatatannya pada Kantor Sipil. Akan tetapi masih ada ditemui perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yaitu yang dikenal dengan perkawinan dibawah tangan.
      Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis memilih judul                    “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI SAMARINDA “.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
      Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan tersebut, berikut ini penulis tambahkan perumusan dan pembatasan masalah yang dihadapi yaitu :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan di Samarinda ?

2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan ?
 C. Maksud dan Tujuan 
1. Maksud Penelitian yang hendak dicapai
a. Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

2.  Tujuan Penelitian yang penulis harapkan;
a. Penulis ingin meneliti faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan.

b. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana perlindungan hak terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan.?
D. Metode dan Tehnik Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan yaitu Pengadilan Agama Klas IA Samarinda dan KUA Kecamatan Sungai Kunjang.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Yuridis Normatif. 
Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.
b. Penelitian Yuridis Sosiologis ( Empiris )
Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan Tiga  cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah tangan. 

3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.
BAB II KERANGKA TEORITIS
A. Pengertian Perkawinan

     Bermacam-macam pendapat yang kemukakan oleh orang tentang definisi atau pengertian antara lain, Menurut Paul Scholten : Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh Negara “.

Subekti menyatakan : “Perkawinan adalah pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama “.

Menurut ajaran Agama Islam menegaskan bahwa :

Nikah artinya : “Suatu akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya “.

Dari bunyi pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan perkawinan adalah: “Arti perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagi suami isteri.
Dengan tujuan perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.
 Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan dimaksud bukan saja mempunyai unsur jasmani juga mempunyai rohani yang memegang peranan penting.

Adapun pendapat yang menyebutkan bahwa keberadaan pengertian bathin adalah sebagai berikut “ Arti bathin dalam pernikahan bahwa dalam bathin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal “.

B. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan 
Menyangkut syarat perkawinan yang mesti dipenuhi oleh calon suami isteri diatur dalam Bab II pasal 6 sampai 12 Undng-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan : 
1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus dapat izin kedua orang tua.

3. Dalam hal ini seorang dari kedua orangtua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak izin dimaksud ayat 2 pasal ini, cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang diperbolehkan dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadan dapat menyataka kehendaknya.

5. dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang disebut dalam ayat ( 2 ), ( 3 ), dan ( 4 ) pasal ini, atau salah seorang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang yang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat ( 2 ), ( 3 ) dan ( 4 ) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat ( 1 ) sampai dengan ayat ( 5 ) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari orang yang bersangkutan tidak menetukan lain.

     Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu pada prinsipnya harus di dasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, hanya saja bagi calon suami atau isteri yang belum berusia 21 tahun disyaratkan ada izin dari orangtuanya.

Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan :

1. Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19          ( sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat ( 1 ) pasal ini dapat memintakan dispensasi kepada pengadilan atau apejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Memperhatikan ketentuan pasal di atas, dimana calon suami isteri yang berumur 21 tahun senantiasa masih diperlukan izin dari kedua orangtuanya. Sedangkan bagi calon suami isteri yang telah mencapai umur dimaksudkan izin tidak diperlukan lagi.
Dalam hal pernikahan akan dilangsungkan dari calon suami isteri yang belum mencapai umur 21 tahun, maka pasal 7 Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan itu hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
Sedangkan dalam pasal 8 Undng-Undang nomor 1 Tahun 1974 disebutkan beberapa larangan pernikahan. Pernikahan dilarang antara dua orang yang :
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua antara seorang dengan saudara neneknya. 

3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan Ibu/Bapak tiri.

4. Berhubungan sesuatu yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.

5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

6. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Ketentuan diatas menggariskan bahwa adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik karena berhubungan darah dalam garis lurus kebawah maupun keatas ataupun kesamping serta, hubungan susuan.
Dari ketentuan diatas apabila seseorang melangsungkan pernikahan ternyata masih terikat dengan pernikahan terdahulu, maka pernikahan yang dilangsungkannya itu adalah batal.

Suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila dilangsungkan karena adanya ancaman yang melanggar hukum atau apabila sebelum dilangsungkannya pernikahan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri juga dapat menyebabkan batalnya pernikahan.

Batalnya suatu pernikahan dimulai setelah adanya ketetapan atau keputusan pengadilan yang berwenang untuk itu dan keputusan maka tidak akan berlaku surut. Ini sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai ketentuan hukum yang tetap dan berlaku saat berlangsungnya pernikahan.

Keputusan ini tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan pernikahan didasarkan atas adanya pernikahan lain yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b  sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
C. Pencatatan Perkawinan 
Apabila kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka selanjutnya dalam Peraturan Pemerintan nomor 9 Tahun 1975 bahwa setiap pernikahan yang telah dilangsungkan dilakukan pencatatan.

Adapun keberadaan pencatatan pernikahan ini dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa :

1. Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1945 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

2. Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsugkan pernikahan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawaai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka bila pernikahan yang akan dilangsungkan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 juga harus dipenuhi syarat formal, dimana setiap pernikahan yang telah dilangsungkan dilakukan pencatatan.

Pencatatan pernikahan dimaksudkan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai mana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Di luar yang bergama Islam pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pernikahan pada Kantor Catatan Sipil. Sehubungan pencatatan pernikahan adalah merupakan syarat formal untuk sahnya setiap pernikahan, maka dalam 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai pencatat di tempat pernikahan akan dilangsungkan.

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat ( 1 ) dilakukan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan.

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat ( 2  ) disebabkam sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala daerah.

Akan pernikahan yang dilangsungkan dapat dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah maka diwajibkan bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat pernikahan yang akan dilangsungkan.

Pemberitahuan dimaksudkan tidak boleh dilakukan pada saat pernikahan dilangsungkan, melainkan pemberitahuan itu dilaksanakan tidak boleh dari 10 hari kerja, artinya tidak dihitung hari minggu atau hari besar.

Bila dari hasil penelitian oleh Pegawai Pencatat Nikah ternyata terdapat halangan pernikahan maka keadaan itu diberitahukan dengan segera kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada walinya. Tetapi bila tidak terdapat halangan pernikahan ada syarat-syarat yang ditentukan telah dipenuhinya maka pegawai pencatat melakukan pengumuman tentang kehendak melangsungkan pernikahan dengan jalan menempelkan surat pengumuman pada Kantor Pencatatan Nikah atau tempat yang mudah dibaca oleh umum.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan :

Pengumuman ditanda tangani oleh pegawai pencataa dan memuat :
a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri atau suami mereka terdahulu.

b. Hari, tanggal, jam, dan tempat pernikahan akan dilangsungkan.
Ketentuan tersebut diatas menggariskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun dari hasil penelitiannya, bahwa kedua calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan juga tidak terdapat halangan pernikahan.

Karena pegawai pencatat terdahulu melakukan pengumuman akan dilangsungkannya pernikahan dimaksudkan. Pengumuman dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan memuat secara jelas tentang identitas kedua mempelai serta hari/tanggal/jam dan tempat pernikahan akan dilangsungkan.

Selanjutnya dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan :

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya pernikahan sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Akta pernikahan yang telah ditanda tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditanda tangani oleh saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri pernikahan dan bagi yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, ditanda tangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

3. dengan penanda taganan akta pernikahan telah dicatat secara resmi.

Dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas maka jelaslah tentang keberadaan pencatatan pernikahan tersebut sehingga tidak cukup suatu pernikahan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melainkan juga harus dilaksanakan pencatatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Arti pentingnya pencatat nikah ini disatu sisi adalah pentingnya bukti formal telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta pernikahan.

D. Pengertian Perkawinan Di Bawah tangan
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa : tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya  pencatatan itu dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan itu adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu jelas, baik bagi yang bersangkutan atau orang lain. Karena dapat dibaca dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu, terutama sebagai alat-alat bukti, tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah perbuatan lain.

Apalagi terjadi percerian antara suami istri baik mati maupun cerai talak, pada azasnya pejabat tidak dapat memberikan keterangan bahwa pihak yang hidup adalah suami atau istri dari yang meninggal dunia. Demikian pula halnya dengan hubungannya dengan hukum waris bahwa pihak yang hidup tidak dapat menuntut hak waris dari dari orang yang meninggal dunia, begitu pula sekiranya mereka mau tinggal di Hotel akan mengalami kesulitan, karena ada bukti autentik berupa surat nikah dari pejabat yang berwenang bahwa mereka itu suami istri, sebagaimana dikemukakan para sarjana antara lain :

Perkawinan yang dilakukan hanya di depan Kyai atau Ulama yang telah memenuhi syarat dan hukum nikah menurut ajaran agama tetapi tidak didaftarkan atau dicatat pada Kantor Urusan Agama maka perkawinan tersebut sekalipun sah menurut hukum agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perkawinan demikian itu lazim disebut perkawinan di bawah tangan atau kawin sirih. 

Dari pendapat sarjana diatas, dapat kita simpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah bilamana hukum agama dan kepercayaan menyatakan syah. Akan tetapi kalau kita lihat kembali penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana disebutkan sebelumnya perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang menentukan terhadap suatu perkawinan bahwa : “ Kawin di bawah tangan adalah kawin yang tidak tercatat terdaftar pada petugas yang berwenang sebagaimana diakui dalam Undang-Undang perkawinan.

Bila dikaitkan dengan ajaran Agama Islam, keberadaan pernikahan itu dapat dikemukakan sebagaimana Firman Allah dalm Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

Artinya : “ Hai seklian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seseorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Berdasarkan ayat tersebut diatas berarti pernikahan tersebut dalam Agama Islam adalah dibenarkan, karena dengan melalui pernikahan inilah seseorang dapat melanjutkan keturunan. Juga dalam Hadits Rasulullah SAW ditegaskan bahwa pernikahan adalah sebagai berikut :

Artinya:“ Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan untuk kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya pernikahan itu akan memejamkan matanya terhadap yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat, dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.
Dari gambaran diatas berarti pernikahan tersebut adalah wajib atas orang-orang yang mampu sedangkan ia takut tergoda atas perbuatan kejahatan atau zina. Dan bagi mereka yang tidak mampu disuruh untuk berpuasa, karena dengan jalan ini nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.
E. Akibat Adanya Perkawinan Dibawah Tangan

Seperti apa yang telah diuraikan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama akan tetapi tidak memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan dalam perundang-undangan. Untuk itu akibat adanya perkawinan di bawah tangan tentunya akan menimbulkan beberapa masalah, karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ditentukan.

Tetapi ada kalanya dalam perjalanan yang ditempuh bahwa dalam suatu perkawinan tidak seindah apa yang diciptakan semula atau tidak dapat diwujudkan suatu kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga, malah justru sebaliknya, terjadi kesalah pahaman atau ketidak cocokan antara suami istri itu, hal mana bukan tidak mungkin menyebabkan bentrokan-bentrokan fisik yang membahayakan kedua belah pihak. Sehingga perkawinan tidak apat dipertahankan serta tidak ada lagi satu-satunya jalan yang dapat ditempuh kecuali di akhiri dengan perceraian.
F. Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Tangan   
Di dalam diri manusia ada satu insting untuk memilih pasangan hidup laki-laki perempuan memiliki dua insting tersebut, dan untuk kepentingan penyalurannya menyebabkan kedua jenis yang berbeda tersebut sering butuh membutuhkan dalam pengertian satu pasang dengannya tumbuh kasih sayang, ketenangan jiwa, keturunan sebagai penerus hidup.

Oleh karena itu dengan perkawinan manusia memperoleh kelengkapan atau ketenangan hidup atau jiwa yang tumbuh dari kepuasan dan kehalalan hubungan kedua jenis yang berlaianan atau saling membutuhkan. Dapat kita simpulkan bahwa dengan perkawinan manusia dapat terlepas dari perbuatan maksiat yang selalu didorong oleh keinginan nafsu syetan, dan dengan perkawinan tersebut manusia juga akan memperoleh ketenangan/kenikmatan hidup yang tumbuh dari hikmah pemberian Allah SWT sebagai kasih sayang, keserasian, kemesraan dan kedamaian jiwa yang sangat diperlukan, supaya manusia dapat melaksanakan tugas sebagai kalifah dimuka bumi ini dengan baik. 
Oleh karena itu kita sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai suku dan beraneka ragam pula keyakinan agamanya, serta demi untuk menanamkan rasa kesatuan Nasional, satu bangsa, satu bahasa, satu nusa, serta idiologi Pancasila dan satu pemerintahan republik Indonesia tentunya ingin agar masalah perkawinan yang menjadi setral bagi pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera sangat diperlukan suatu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara Nasional karena keluarga adalah landasan dari bangsa.
 Lebih dari itu kita sebagai bangsa yang merdeka ingin mengisi kemerdekaan itu dengan mencapai salah satu dari empat tujuan Nasional kita yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, juga melalui jalur perkawinan, melalui pembinaan  keluarga. 
Kalau kita perhatikan rumusan pasal 1 UUP ini yang menegaskan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hemat penulis perkawinan tersebut sudah persis sama dan sesuai dengan kehendak agama, dan pasal 1 ini merupakan azas yang pertama dari 6 ( enam ) dari azas yang diikuti oleh Undang-Undang perkawinan. Oleh karena itu Undang-Undang perkawinan ini memiliki peran dan kedudukan strategis dalam pembentukan keluarga bahagia dan sejahtera. 
Dan Undang-Undang perkawinan ini adalah karunia Allah yang harus disyukuri oleh masyarakat Islam Indonesia. Maka karena UUP ini terjaminlah kelangsungan hukum/syariat Islam di Indonesia. Dengan UUP ini orang tidak bisa lagi dengan sesukanya berpoligami, menjatuhkan talak hak dan kedudukan suami dan istri seimbang, kawin di bawah tangan tidak diperbolehkan. Naumn sudah memasyarakatkan UUP di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, serta maslah yang timbul setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan tersebut.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akhir-akhir ini banyak yang memberikan istilah terhadap perkawinan yang dilaksakan dengan tidak memenuhi syarat, tata cara atau prosedur yang berlaku atau yang ditentukan oleh perundang-undangan antara lain mengatakan dengan istilah “ Kawin di bawah tangan adalah kawin yang tidak tercatat/terdaftar pada petugas yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perkawinan “.

G. Keabsahan Perkawinan di Bawah Tangan Di Tinjau Dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dialakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu ( pasal 2 ayat ( 1 ). Berdasarkan pasal tersebut berarti keabsahan masing-masing agama yang melakukan perkawinan tersebut, khusunya bagi pemeluk Agama Islam keabsahan perkawinan itu harus diukur oleh hukum perkawinan yang berlaku dalam syariat Islam ( Fiqih Munakahat ) atau secara tersirat menyatakan bahwa hukum material di bidang perkawinan bagi umat Islam di Indonesia ialah hukum Islam baik yang telah tertampung dalam rumusan Undang-Undang perkawinan maupun yang belum, sepanjang tidak bertentangan dengan azas-azas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan tersebut.

Dari pasal 2 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 0 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan itu dilaksanakan menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya disamping itu hendaknya tercatat atau terdaftar pada petugas yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinannya sah menurut agama dan kepercayaannya secara yuridis mempunyai diakui oleh negara supaya mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian-uraian diatas dapat kita simpulkan bawa perkawinan di bawah tangan adalah merupakan perkawinan yang syah menurut hukum material ( pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. akan tetapi secara yuridis formal tidak diakui oleh negara karena tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di bawah tangan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya adalah bergama Islam adalah syah karena telah memenuhi segala persyaratan dan rukun nikah ( Hukum Perkawinan Islam ), tetapi tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu perkawinann mereka itu tidak mempunyai kekuatan hukum atau jaminan hukum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Tangan.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya yang menyangkut perkawinan, maka denga telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan bagi warga negara Indonesia ( Khususnya bagi pemeluk Agama Islam ) hendaknya perkawinan dilaksanakan disamping syah menurut hukum agama ( karena terpenuhi syarat, rukun dan tiada larangan nikah ) hendaknya perkawinan dilaksanakan, menurut perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan sebagaimana disebutkan di atas, tentunya tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainya, akan tetapi jika kita perhatikan faktor-faktor tersebut pada dasarnya mengandung unsur pelanggar terhadap hukum agama atau pelanggaran terhadap hukum agama atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi karena masih adanya gejolak jiwa yang ingin bebas dan tidak terikat dengan hukum agama maupun dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Ada juga yang menyatakan/memberikan jawaban bahwa perkawinan di bawah tangan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ajaran Agama yakni, perkawinan yang didahului kehamilan diluar nikah. Oleh karena itu salah satu penyebab adalah karena danya pelaanggaran terhadap ajaran Agama yaitu perkawinan yang di dahului diluar nikah, sehingga tergesa-gesa melangsungkan pernikahan ( perkawinan ), juga mengatakan perkawinan dilaksanakan di depan Kyai atau Ulama tidak lebih mendatangkan keberkatan, yang artinya bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Dengan demikian perkawinan di bawah tangan terjadi salah satu penyebabnya adalah karena pelanggaran terhadap peraturan Undang-Undang yang berlaku. Misalnya tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang, kadang-kadang masyarakat masih menganggap proses perkawinan adalah hal yang sangat sulit mereka melaksanakan perkawinan di bawah tangan.
Dalam pasal 37 Undang-Undang perkawinan menyatakan : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan penjelasan pada pasal 37 diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya ialah adat serta hukum lainnya. Perkataan hukum lainnya bermaksud membuka kemungkinan hukum lain dari pada hukum agama dan hukum adat untuk pengaturan hukum harta benda bersama. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan pada pasal 66 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa peraturanya atau peraturan lainnya dapt dipakai apabila Undang-Undang perkawinan tidak mengaturnya secara khusus pula, pasal 35 ayat ( 1 ) Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan atas jerih payah siapa harta benda itu diperoleh selama perkawinan sedangkan harta bawaan masing-masing, selama pihak tidak menentukan lain. Apabila ada perjanjian perkawinan maka akibatnya perceraian harus mengindahkan perjanjian tersebut.

1.  Akibat Terhadap Anak-Anak

Menurut Undang-Undang perkawinan tidak terjadi status perwalian terhadap anak. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban mengawasi dan mengurus masa depan anak dan dalam pelaksanaan pengurusannya dilakukan oleh salah satu pihak. Dan setelah anak dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya dan bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Demikianlah akibat dari perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu bagaimana pula akibat adanya perkawinan di bawah tangan dan apabila nantinya terjadi perceraian setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan tersebut ?. 

Salah satu dari adanya perkawinan di bawah tangan tidak diakui oleh negara keabsahannya anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.

a. Akibat terjadinya perkawinan di bawah tangan secara yuridis formal tidak mempunyai kekuatan hukum  bagi perkawinan antara pria dan wanita yang mengikat diri mereka sebagai suami istri, dalam arti apabila terjadi perceraian baik cerai mati atau cerai talak, pada azasnya pejabat tidak bisa memberikan keterangan bahwa pihak yang hidup adalah suami atau istri yang meninggal dunia.

b. Dan apabila mereka ingin bercerai disidangkan pengadilan agama akan mengalami kesulitan, dengan kata lain orang yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan serta berlakunya Undang_undang Nomor 1 tahun 1974 apabila ingin bercerai disidang pengadilan akan menimbulkan permasalahan, pengadilan tidak menerima permintaan mereka apabila tidak ada bukti dari Kepala Desa atau Kyai yang menyatakan mereka itu adalah suami istri. Setelah ada bukti dari pihak tersebut tadi, baru perkawinan mereka itu lebih dulu di syahkan oleh pihak pengadilan. Pengesahan perkawinan tersebut hanya berlaku sepanjang dalam proses perceraian tersebut bukan berlaku dimanapun berada. Demikian pula apabila suami istri tersebut, bercerai di bawah tangan atau disebut juga talak liar ( tidak memenuhi ketentuan undang-undang).

c. Jika dalam pembagian harta kekayaan atau dalam hal warisan tidak dapat diselesaikan dalam kalangan keluarga sehingga harus diajukan sidang pengadilan untuk menyelesaikannya, maka pihak pengadilan akan meneliti lebih dahulu bukti-bukti yang menyatakan mereka itu suaiistri dan telah bercerai tanpa melalui prosedur perundang-Undangan, begitu juga halnya apabila terjadi perceraian karena kematian dari salah satu pihak maka pihak yang hidup tidak dapat menuntut hak untuk warisan dari yang meninggal dunia karena tidak ada bukti yang autentik yang menyatakan mereka itu suami istri dari yang meninggal dunia.

d. Seseorang wanita yang tadinya menikah dengan seorang pria kemudian suaminya meninggal dunia atau menceraikannya, maka status wanita itu sebagai janda ataukah masih gadis, sebenarnya sangat sulit dipastikan secara hukum mengingat bahwa dari satu segi dianggap belum pernah melakukan perkawinan secara syah sekalipun wanita itu sudah punya anak, dibalik itu pula sulit dikatakan sebagai gadis karena  kenyataannya wanita itu telah mempunyai anak. Untuk itu wanita tersebut akan mengala,I akesakitan atau hambatan sekiranya nantinya ai akan menikah lagi karena telah ditinggal suaminya terdahulu.

e. Karena perkawinan di bawah tangan pada azasnya tidak dikuatkan bukti yang atentik berupa surat nikah atau akta nikah dari pejabat yang berwenang, dapat terjadi bahwa suami istri akan mengalami kesulitan seandainya mereka akan tinggal dihotel atau salah satunya eninggal dunia karena kenyataannya kecelakaan, sedang pihak yang hidup sebenarnya mendapatkan hak santunan dari yang mengeluarkan bantuan untuk keluarga meninggal dunia.

Demikianlah akibat-akibat yang dapat oleh suami istri yang menikah di bawah tangan atau tidak memenuhi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama sehingga memperoleh kesulitan atau hambatan-hambatan untuk melaksanakan suatu tindakan/perbuatan karena tidak ada bukti yang menyatakan mereka suami istri,dengan arti kata bagai mereka yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan pada azasnya pejabat tidak dapat memberi keterangan bahwa mereka itu suami istri atau secara yuridis formal tidak memberi jaminan hukum bagi perkawinan antara pria dan wanita yang mengikat diri sebagai suami istri, begitu juha dalam hal pewarisan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
B. Perlindungan Hak terhadap anak akibat perkawinan di bawah tangan.
lembaga perkawinan pada saat ini memungkinkan melegalisasikan adanya perkawinan di bawah tangan karena adanya permintaan dari pihak yang bersangkutan ke Pengadilan Agama. Legalitas perkawinan ini adalah untuk mengantarkan perkawinan yang semula tidak tercatatkan dan mempunyai akta otentik berupa Akta Nikah sehingga perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara perkawinan di bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki dampak negatif  terhadap status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga tentu akan memberi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga tersebut, kehadiran anak sebagai anggota keluarga yang baru menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak tersebut menjadi orang yang berguna. Satu hal penting lainnya yang harus dipikirkan oleh orang tua setelah kelahiran anaknya adalah membuatkan akta kelahiran bagi anaknya, persoalan ini sering terlupakan oleh orang tua. Padahal selaku warga negara, kelahiran seorang anak haruslah tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  

Konsekuensinya menurut Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan uraian-uraian diatas maka pada bab ini penulis kemukakan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh yakni sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah tangan pada hakekatnya disebabkan mereka belum menghayati betapa pentingnya perkawinan dan juga karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan agama dan persyaratan Perundang-Undangan yang berlaku, hal ini disebabkan karena masih ada gejolak jiwa yang ingin bebas tanpa terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

2. Bahwa perkawinan di bawah tangan, secara yuridis formal tidak memberi jaminan hokum terutama terhadap anak yang dilahirkan baik terhadap mereka yang melaksanakan perkawinan maupun dalam hal pewarisan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan.
B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan tercapainya ketertiban/kepastian hukum di negara Indonesia khusunya yang mengatur tentang perkawinan perlu kiranya diberi sanksi terhadap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang sedang berlaku, seperti pelanggaran pada pasal 2 ayat ( 2 ) Undng-Undang Perkawinan. Sanksi tersebut cukup sebagai hukum yang memaksa agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

2. Demi untuk meningkatkan kesadaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu kiranya diadakan usaha-usaha atau kegiatan dari para penegak hukum untuk memasyarakatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, berupa penyuluhan-penyuluhan atau memberi petunjuk supaya bagaimana lebih mudah untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya itu karena dengan demikian kemungkinan besar perkawinan di bawah tangan dapat dikendalikan.

   Demi terjaminya perlindungan hukum baik bagi si istri maupun terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan begitu pula dalam hal pewarisan. Maka kepada aggota masyarakat yang sudah sempat melakukan perkawinan di bawah tangan dan sampai saat ini belum juga mendaftarkan atau mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama atau pada badan yang ditunjuk/ditentukan oleh negara, hendaknya segera mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya itu.
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